ABSTRAK

Wafa Noer Afifah; Analisis Penolakan Isbat Nikah di Pengadilan Agama
Ngamprah Terhadap Perkara Nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Nph.

Seseorang dapat mengajukan permohonan ishat nikah apabila memenuhi
ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun latar belakang
dari  penelitian  ini  muncul karena adanya penetapan  nomor
395/Pdt.P/2023/PA.Nph yang menyatakan permohonan Isbat Nikah para Pemohon
tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), meskipun pernikahan mereka
telah memenuhi ketentuan hukum, yang mana hal tersebut disebabkan karena para
Pemohon berprofesi sebagai guru.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) duduk perkara dalam
penetapan nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Nph., (2) Pertimbangan dan landasan hukum
yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menetapkan perkara dengan nomor
nomor 395/Pdt.P/2023/PA.Nph, (3) Metode putusan yang digunakan Majelis
Hakim dalam menetapkan perkara tersebut.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 teori diantaranya teori
kepastian hukum menurut Gustav Radbruch, yang mana berpendapat bahwa
hukum bukan hanya sekadar kumpulan aturan, melainkan sebuah sistem yang
harus memenuhi tiga nilai dasar: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum,
serta teori maqoshid syariah yang terdiri dari lima prinsip. Kedua teori tersebut
digunakan untuk menilai penolakan Isbat Nikah dalam kasus Nomor
395/Pdt.P/2023/PA.Nph. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini
yaitu metode kualitatif merupakan sebuah metode penelitian untuk mengetahui
lebih dalam terkait informasi yang ingin didapatkan. Metode kualitatif ini berusaha
mengumpulkan data atau informasi dari narasumber yang berkaitan dengan
putusan dari penelitian ini yakni putusan nomor 395/Pdt/P/2023/PA.Nph dengan
menggunakan teknik wawancara.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwasannya: (1) dalam duduk
perkara menyatakan bahwa meskipun pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il sah
menurut syariat Islam dan hukum Indonesia, permohonan pencatatan pernikahan
mereka ditolak oleh Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 4 Oktober 2023
karena cacat formil. (2) bahwa penetapan hakim dalam kasus nomor
395/Pdt.P/2023/PA.Nph didasarkan pada landasan hukum formal yang kuat,
pertimbangan moral dan etika, serta prinsip Magasid Syariah dan teori hukum
Gustav Radbruch, menunjukkan penekanan pada keadilan substantif. (3) Majelis
Hakim menggunakan metodologi penafsiran sosial untuk mempertimbangkan
konteks sosial, mengingat para Pemohon berprofesi sebagai guru.
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